
 

 

 

 

GUBERNUR GORONTALO 

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO 

NOMOR 02  TAHUN 2014  
 

TENTANG 
 

PROSEDUR PEMBAYARAN DAN PEMBEBANAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR GORONTALO, 

Menimbang : a bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Pemerintah Provinsi Gorontalo  dilaksanakan dengan efektif, 

efisien, tertib, transparan dan bertanggung jawab sesuai 

ketentuan perundang-undangan; 

  b. bahwa sebagian kewenangan Gubernur sebagai pemegang 

kekuasaan pengelolaan keuangan daerah  untuk melaksanakan 

APBD telah dilimpahkan kepada para pengelola keuangan 

daerah; 

  c. bahwa Pelaksanaan Pembayaran dan Pembebanan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah guna mewujudkan kesamaan 

pemahaman dan keterpaduan langkah bagi seluruh Satuan 

Kerja Perangkat Daerah; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan 

Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Prosedur Pembayaran 

dan Pembeban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4060); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 
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4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir  

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008  Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan  

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2010 

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5137); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang  

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang  Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran  Negara  Republik  

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4576); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4737); 

15. Peraturan Pemerintah  Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan 

Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah 

Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5209); 

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 

tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 

2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah. 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROSEDUR PEMBAYARAN 

DAN PEMBEBANAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH 
  

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur  ini yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah  menurut azas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia          

Tahun 1945. 
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2. Penyedia barang/jasa  adalah badan usaha atau orang 

perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan 

barang/layanan jasa. 

3. Pengadaan barang/jasa pemerintah daerah adalah kegiatan 

pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh APBD, baik yang 

dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia 

barang/jasa.  

4. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. 

5. Bukti dasar penagihan adalah dokumen perikatan yang memuat: 

a. komitmen, kesepakatan dan atau perintah  antara atau dari 

pejabat yang berwenang dengan penyedia barang/jasa  atau 

kepada pegawai negeri sipil untuk menyediakan barang/jasa; 

b. pernyataan dari pejabat yang berwenang  atas prestasi 

pekerjaan dan atau perkembangan proses pelaksanaan 

perikatan berdasarkan fakta yang sesungguhnya. 

6. Pengelola keuangan daerah adalah keseluruhan 

pejabat/pelaksana yang diserahkan kewenangan oleh pemegang 

kekuasaan pengelolaan keuangan daerah untuk melakukan 

pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo. 

7. Azas legalitas adalah setiap tindakan dari pengelola keuangan 

daerah harus didasarkan pada: 

a. ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku 

berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah; 

b. penerapan kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik  

(best practices); 

c. penerapan praktik pengelolaan keuangan daerah yang sehat  

(sound practices) dengan mengutamakan sistem pengendalian 

internal. 

8. Azas manfaat adalah setiap tindakan dari pengelola keuangan 

daerah harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk 

melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat 

dalam upaya memenuhi kewajiban pemerintah daerah. 

9. Azas keabsahan adalah setiap tindakan dari pengelola keuangan 

daerah harus didasarkan pada bukti dasar penagihan yang sah, 

ketersediaan anggaran  dan hak yang timbul sesuai dengan 

perjanjian/perikatan. 

10. Surat jaminan  adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh 

Bank Umum dan perusahaan asuransi milik pemerintah yang 

diberikan oleh penyedia barang/jasa untuk menjamin 

kewajibannya akan dipenuhi. 

11. Jaminan pribadi adalah pemberian pernyataan dalam suatu 

Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak atau SKTM yaitu suatu 

kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian yang terjadi 

karena kelalaiannya menjadi tanggungjawabnya dan bersedia 

mengganti kerugian yang dimaksud. 
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12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD 

adalah Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang bertindak 

dalam kapasitas sebagai bendahara umum yaitu pejabat yang 

diberi tugas untuk dan atas nama daerah menerima, menyimpan, 

dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau 

barang-barang daerah. 

13. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 

PPKD adalah Kepala Dinas Keuangan dan  Aset Daerah. 

14. Surat Pernyataan Penggunaan Uang adalah kesanggupan dari 

pejabat yang berwenang untuk tidak menggunakan uang 

persediaan untuk pengeluaran yang harus dilakukan secara 

langsung/LS dan kesanggupan akan mempertanggungjawabkan 

dalam waktu tertentu.       

15. Bendahara Pengeluaran adalah petugas yang secara fungsional 

ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, 

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk 

keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat 

Daerah. 

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah 

Daerah  yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah 

Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 

17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 

adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku 

pengguna anggaran/pengguna barang. 

18. Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat PA adalah pejabat 

pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 

19. Kuasa Pengguna Anggaran atau KPA adalah pejabat yang diberi 

kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna 

anggaran dalam membuat dan melaksanakan komitmen dengan 

pihak ketiga, melaksanakan kegiatan secara swakelola, meminta 

pembayaran atas beban DPA-SKPD yang dikelolanya. 

20. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat 

PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang menjalankan 

tugas Kuasa Pengguna Anggaran. 

21. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya 

disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi 

tata usaha keuangan pada SKPD; pejabat yang melakukan 

pengujian atas perintah pembayaran mengenai ketersediaan 

anggaran, kelengkapan, dan keabsahan hak tagih serta pejabat 

yang memerintahkan pembayaran atas beban APBD. 
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22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu 

atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian 

sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan 

tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil 

(sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan 

teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua 

jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk 

menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 

23. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat 

penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah 

untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan 

untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang 

ditetapkan. 

24. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui 

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 

25. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu 

dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 

kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun 

pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya 

disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, 

belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar 

pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 

27. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang 

selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat 

perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan 

sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna 

anggaran. 

28. Rencana Arus Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk 

yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar 

untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai 

pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. 

29. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah 

dokumen yang menyatakan bahwa telah tersedia uang pada kas 

daerah untuk membayar pelaksanaan suatu kegiatan sebagai 

dasar    penerbitan SPP. 

30. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP 

adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung 

jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk 

mengajukan permintaan pembayaran. 

31. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah 

dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk 

permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali 

(revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran 

langsung. 
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32. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU 

adalah dokumen yang diajukan oleh bendaharan pengeluaran 

untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat 

dilakukan dengan pembayaran langsung. 

33. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-

TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran 

untuk permintaan tambahan uang persediaan guna 

melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak 

dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang 

persediaan. 

34. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah 

dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk 

permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar 

perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan 

pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan 

waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh 

PPTK. 

35. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah 

dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna 

anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas 

beban pengeluaran   DPA-SKPD. 

36. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya 

disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh 

pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan 

SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan 

sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan. 

37. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang 

selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan 

oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk 

penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang 

dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang 

telah dibelanjakan. 

38. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang 

selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan 

oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk 

penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena 

kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang 

persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan. 

39. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat 

SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna 

anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas 

beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga. 

40. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D 

adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana 

yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM. 
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BAB II 

AZAS UMUM PEMBAYARAN 
 

Pasal 2 

(1) Tagihan atas barang dan jasa yang disediakan oleh Penyedia 

Barang/Jasa kepada Pemerintahan Daerah menjadi kewajiban 

pembayaran pada saat barang/jasa telah diterima sesuai proses 

pengadaan barang/jasa pemerintah daerah. 

(2) Setiap pembayaran atas pengeluaran daerah atas beban belanja 

dan atau pembiayaan dalam APBD harus didukung dengan bukti 

dasar penagihan yang sah dan memenuhi azas legalitas, manfaat, 

dan keabsahan serta ketentuan formal lainnya untuk membiayai 

urusan pemerintahan. 

(3) Bukti dasar penagihan yang sah harus mendapat pengesahan 

oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas 

kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti 

dimaksud. 

(4) Pembayaran kepada penyedia barang/jasa sebagai uang muka 

atau kepada bendahara pengeluaran sebagai uang persediaan 

wajib memberikan  surat jaminan dalam bentuk  jaminan bank  

atau jaminan dari perusahaan asuransi milik pemerintah bagi 

penyedia barang/jasa atau jaminan pribadi dalam bentuk SKTM 

dari pejabat yang berwenang. 

 

BAB III 

UANG PERSEDIAAN  

Bagian Kesatu 

Uang Persediaan dan 

Tambahan Uang Persediaan 
 

Pasal 3 

(1) BUD menetapkan besaran jumlah uang persediaan yang akan 

diserahkan pada Bendahara Pengeluaran.  

(2) BUD hanya dapat memberikan satu kali uang persediaan kecuali 

dalam keadaan darurat yang membutuhkan likuiditas tinggi. 

(3) Pengguna Anggaran menyerahkan SKTM  dan Surat Pernyataan 

Penggunaan Uang.  

(4) Uang persediaan untuk anggaran tahun mendatang dapat mulai 

dibayarkan pada minggu terakhir dari tahun anggaran berjalan 

serta hanya dapat digunakan untuk membiayai anggaran tahun 

mendatang yang kegiatan tercantum dalam APBD tahun 

mendatang dan sebaliknya kegiatan tahun berjalan tidak dapat 

dibebankan pada anggaran tahun mendatang. 
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Pasal 4 

(1) Uang persediaan tidak dapat digunakan untuk membayar belanja 

tidak langsung, belanja langsung  untuk jenis belanja pegawai, 

belanja barang/jasa,  belanja modal  dan pengeluaran 

pembiayaan kecuali untuk pemberian uang muka kerja atas 

rincian obyek belanja dalam belanja barang/jasa  dengan bukti 

pengeluaran yang tidak melebihi jumlah pembayaran sebesar 

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). 

(2) Dikecualikan dari batasan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) 

adalah pembayaran untuk biaya perjalanan dinas, biaya 

langganan air, biaya listrik, dan biaya telepon untuk keperluan 

dinas. 

(3) Uang persediaan dapat dibayarkan untuk seluruh kegiatan yang 

tercantum dalam DPA-SKPD.  

 

Pasal 5 

(1) Dalam keadaan saldo uang persediaan tidak mencukupi maka 

KPA/PPTK dapat mengajukan tambahan uang persediaan per 

kegiatan  setinggi-tingginya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) kepada BUD sepanjang untuk digunakan membiayai jenis 

belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan      

ayat (2); 

(2) BUD dapat menetapkan tambahan uang persediaan yang 

besarannya melampaui Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 

berdasarkan pertimbangan kebutuhan nyata dari kegiatan yang 

akan dilaksanakan. 

(3) Tambahan uang persediaan berdasarkan rincian obyek belanja 

atas pagu yang masih tersedia pada kegiatan dalam DPA-SKPD 

serta bersifat mengikat. 

(4) Atas tambahan uang persediaan KPA/PPTK membuat SKTM dan 

Pernyataan Penggunaan Uang. 
 

Bagian Kedua 

Pengendalian Uang Persediaan dan  

Tambahan Uang Persediaan 

Pasal 6 

(1) Uang persediaan maupun tambahan uang persediaan disimpan 

dalam rekening bank atas nama Kas Daerah cq. Bendahara 

Pengeluaran  pada Bank Milik Pemerintah yang ditetapkan 

dengan Keputusan Kepala Daerah 

(2) Pencairan/penarikan uang persediaan maupun tambahan uang 

persediaan dari Bank Penyimpanan hanya dapat dilakukan oleh 

Pengguna Anggaran bersama-sama Bendahara Pengeluaran 

setelah kebutuhan pencairannya diverifikasi PPK-SKPD. 
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(3) Dalam hal Pengguna Anggaran  tidak berada ditempat dalam 

waktu berturut-turut lebih dari 5 (lima) hari kalender maka 

Pengguna Anggaran dapat memerintahkan secara tertulis 

pencairan  dilakukan dengan tandatangan dari PPK-SKPD dan 

Bendahara Pengeluaran. 

 

Pasal 7 

(1) Pengguna Anggaran melakukan pemeriksaan kas yang dipegang 

Bendahara Pengeluaran atas nama BUD  minimal satu kali dalam 

sebulan. 

(2) BUD dapat melakukan pemeriksaan kas yang dikuasai 

Bendahara Pengeluaran untuk keadaan tertentu. 

 

Pasal 8 

(1) Saldo uang persediaan disetorkan kembali oleh Bendahara 

Pengeluaran ke Kas Daerah yang dikuasai oleh BUD pada minggu  

ke 51 (lima puluh satu) tahun takwim berdasarkan saldo yang 

tercantum dalam SPM-GU yang terakhir. 

(2) Saldo tambahan uang persediaan setiap kegiatan disetorkan 

kembali oleh Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah yang 

dikuasai oleh BUD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari 

kalender setelah tanggal SP2D.  

(3) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) dan ayat (2) 

tidak terpenuhi maka BUD dapat menolak memberikan uang 

persediaan tahun anggaran berikutnya dan atau tambahan uang 

persediaan.   

 

BAB IV 

PENYEDIAAN DANA  

Bagian Kesatu 

Rencana Arus Kas dan Penerbitan  

Surat Penyediaan Dana 
 

Pasal 9 

(1) Anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD hanya dapat dicairkan 

jika tersedia uang yang cukup dalam Rekening Kas Daerah. 

(2) Untuk mengatur likuiditas antara kebutuhan pencairan dengan 

ketersediaan uang dalam Rekening Kas Daerah maka dibuat RAK. 

(3) Pengguna Anggaran/KPA bersama-sama BUD menyusun rencana 

pencairan dalam suatu RAK. 
 

Pasal 10 

(1) Pengguna Anggaran/KPA menyusun RAK  menurut format pada         

Lampiran I untuk setiap kegiatan. 

(2) PPK-SKPD membuat kompilasi RAK-SKPD selama satu tahun 

anggaran untuk diajukan kepada BUD. 
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Pasal 11 

(1) BUD menyiapkan suatu Analisis  Arus Kas Pemerintah Provinsi 

Gorontalo selama satu tahun anggaran berdasarkan RAK–SKPD, 

DPA-SKPD, Saldo Uang Kas, dan Rencana Pendapatan Kas. 

(2) BUD dapat menolak penyediaan dana bagi kegiatan yang sedang 

diberi tanda bintang dan atau dananya tidak  tersedia pada saat 

direncanakan untuk dicairkan. 

(3) BUD menerbitkan SPD Bulanan per kegiatan/belanja tidak 

langsung/pengeluaran pembiayaan  untuk setiap SKPD sesuai 

format pada Lampiran II selambat-lambatnya tanggal 25 (dua 

puluh lima) sebelum bulan berjalan saat dana direncanakan akan 

disediakan.  

(4) SPD Bulanan ditandatangani BUD dan disampaikan ke PPK-

SKPD untuk diberitahukan kepada masing-masing KPA/PPTK.  

 

Bagian Kedua 

Perubahan Rencana Arus Kas 

Pasal 12 

(1) Pengguna Anggaran/KPA menyesuaikan RAK berdasarkan: 

a. penolakan BUD;   

b. perubahan rencana kerja per kegiatan;   

c. perubahan/pergeseran anggaran yang telah disetujui pejabat 

yang berwenang; 

d. tambahan pagu anggaran yang tercantum dalam APBD 

Perubahan.    

(2) Penyesuaian RAK untuk bulan berjalan menyangkut kegiatan 

yang telah diterbitkan SPD-nya dilakukan dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

a. jika pagu kegiatan yang telah tersedia dalam SPD bulan 

berjalan telah dicairkan sebagian pada bulan berjalan maka 

rencana pencairan  kegiatan tersebut harus dimintakan pada 

bulan berikutnya; 

b. jika pagu kegiatan yang tersedia  dalam SPD bulan berjalan 

belum pernah dicairkan pada bulan berjalan maka SPD bulan 

berjalan dapat dimintakan untuk dikoreksi. 

(3) PA/KPA segera menyampaikan perubahan RAK untuk suatu 

kegiatan kepada BUD.  
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BAB V 

PENGAJUAN PEMBAYARAN 

Bagian Kesatu 

Bukti Dasar Penagihan 

Pasal 13 

Bukti dasar penagihan yang sah berbentuk dan ditandatangani oleh: 

a. untuk Pekerjaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan 

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) berbentuk kuitansi/nota toko 

dan untuk pekerjaan barang/jasa dengan nilai diatas 

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) s/d Rp5.000.000,00 (lima juta 

rupiah) berbentuk Nota Pesanan Barang/Jasa   dan 

ditandatangani oleh PA/KPA/PPTK; 

b. untuk Pekerjaan Barang/Jasa dengan nilai di atas  

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)  sampai dengan 

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berbentuk Surat 

Perintah Kerja dan ditandatangani oleh KPA/PPTK sesuai format 

pada Lampiran III; 

c. untuk Pekerjaan Barang/Jasa dengan nilai di atas  

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berbentuk Kontrak 

Kerja ditanda tangani oleh PA/KPA/PPTK; 

d. berbentuk Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa yang 

ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 

Barang/Jasa-SKPD dan Pihak Ketiga atas setiap Surat Perintah 

Kerja; 

e. berbentuk Laporan Kemajuan Pekerjaan untuk kegiatan non fisik 

yang ditandatangani oleh  rekanan dan  disetujui oleh 

PA/KPA/PPTK; 

f. berbentuk Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa yang telah 

selesai diberikan/dikerjakan seluruhnya  untuk setiap Kontrak 

Kerja yang ditandatangani oleh PA/KPA/PPTK dan Pengguna 

Barang/Jasa; 

g. berbentuk daftar definitif penerimaan gaji pokok, uang 

representatif, tunjangan, tambahan penghasilan, honorarium, 

atau penerimaan lain yang sejenis yang diterima oleh Pejabat 

Negara/PNS/Tenaga Honorer/Tenaga Bulanan Lepas 

dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang ditandatangani 

oleh  Pengguna Anggaran/KPA; 

h. daftar nominatif penerimaan honorarium atau penerimaan lain 

yang sejenis untuk belanja pegawai/personal diluar Pemerintah 

Provinsi Gorontalo dari PA/KPA/PPTK; 

i. surat tugas dan surat perintah perjalanan dinas yang 

ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; 
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j. pembayaran biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas 

Jabatan/operasional,  selain dibuktikan dengan nota dari pihak 

ketiga, dilampirkan kartu kendali diketahui oleh PA; 

k. persetujuan pembayaran belanja tidak langsung lainnya seperti 

bantuan hibah atau bantuan sosial dari pejabat yang berwenang 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

l. persetujuan pembayaran pengeluaran pembiayaan dari pejabat 

yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

m. kuitansi tagihan penyedia barang/jasa yang ditandatangani oleh 

yang berhak; 

n. surat tanda pengesahan belanja yang ditandatangani oleh 

bendahara pengeluaran  dan telah disetujui oleh PA/KPA. 

 

Pasal 14 

Telaah serta catatan lainnya dan atau disposisi atas telaah tersebut 

merupakan bukti penunjang sebagai bagian untuk menerbitkan 

bukti dasar sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Bagian Kedua 

Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 

Pasal 15 

(1) SPP yang diterbitkan memuat rincian obyek belanja 

kegiatan/belanja tidak langsung/pembiayaan. 

(2) Objek belanja kegiatan/belanja tidak langsung/pembiayaan yang 

akan diterbitkan SPP-nya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus telah disediakan uangnya didalam SPD bulanan. 

 

Pasal 16 

SPP dibuat per kegiatan/belanja tidak langsung/pengeluaran 

pembiayaan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Penyiapan dan penandatanganan SPP diatur sebagai berikut: 

1. SPP-TUP, SPP-TUP Nihil, dan SPP-LS  oleh  PA/KPA/PPTK; 

2. SPP-UP  oleh PA; 

3. SPP-GUP dan  SPP-GUP Nihil  oleh Bendahara Pengeluaran. 

b. Pejabat yang menandatangani SPP sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, bertanggungjawab secara formil material bahwa SPP 

yang akan diajukan didasarkan pada bukti dasar penagihan yang 

sah yang meliputi : 

 

1. telah memenuhi azas legalitas yaitu: 
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a) dilakukan melalui suatu sistem pengadaan barang/jasa 

sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku 

atau praktik pengadaan barang/jasa yang baik; 

b) bukti dasar penagihan diterbitkan oleh pejabat yang 

berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.   

2. telah memenuhi azas manfaat yaitu telah sesuai dengan pagu 

anggaran yang tersedia, target output, dan mengarah pada 

target outcome yang tercantum di dalam DPA-SKPD.  

c. pejabat yang menandatangani SPP sebagaimana dimaksud pada              

huruf a, bertanggungjawab secara formalitas bahwa SPP yang 

akan diajukan telah dilampiri/dilengkapi dengan bukti-bukti 

yang cukup sesuai dengan persyaratan. 

d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dituangkan dan 

ditandatangani oleh PA/KPA/PPTK dalam suatu Surat Pernyataan 

sesuai format pada Lampiran IV peraturan ini.  

e. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dituangkan dan 

ditandatangani oleh PA/KPA/PPTK dalam suatu Daftar Penguji 

sesuai format pada Lampiran V. 

 

Pasal 17 

(1) Setiap SPP dibuat per kegiatan sebagaimana diatur pada pasal 16 

harus dibuat ringkasan SPP. 

(2) Ringkasan SPP dibuat  per kegiatan sebagaimana dimaksud 

dalam   ayat (1) dituangkan dalam Kuitansi Penerimaan Uang 

sebagaimana format pada Lampiran VI yang ditandatangani oleh: 

a. SPP-UP oleh PA dan penerima  uang oleh Bendahara 

Pengeluaran;  

b. SPP-TUP dan SPP-TUP Nihil oleh PA/KPA/PPTK  dan penerima 

oleh Bendahara Pengeluaran;  

c. SPP-LS oleh PA/KPA/PPTK dan  penerima oleh Pihak 

ketiga;SPP-GUP dan SPP-GUP Nihil oleh Bendahara 

Pengeluaran  dan penerima oleh  Bendahara Pengeluaran. 

(3) Kuitansi Penerimaan Uang harus menyebutkan: 

a. penerimaan uang dari BUD tahun Anggaran berkenaan. 

b. jumlah penerimaan uang  terbilang dalam huruf sesuai dengan 

jumlah bruto dari bukti dasar penagihan. 

c. rincian pembayaran yaitu: 

1. rincian obyek belanja yang akan dibayarkan, jika lebih dari 

satu rincian obyek belanja cukup rincian obyek belanja 

dengan urutan kode rekening paling atas diikuti tiga tanda 

titik; 

2. nama kegiatan dalam DPA-SKPD/belanja tidak langsung/ 

pengeluaran pembiayaan yang dibebani pembayaran; 

3. tahapan pembayaran jika merupakan pembayaran yang 

dilakukan bertahap; 
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4. sesuai bukti dasar penagihan (nomor dan tanggal) Berita 

Acara Pemeriksaan Barang/Jasa, atau  Surat Tanda 

Pengesahan Belanja, Nama Pejabat dan tanggal persetujuan 

Pembayaran Belanja Tidak Langsung/Pengeluaran 

Pembiayaan. 

d. tempat dan tanggal diterbitkannya kuitansi penerimaan uang; 

e. jumlah penerimaan uang terbilang dalam angka sesuai dengan 

terbilang sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b. 

 

Pasal 18 

SPP dibuat dengan menggunakan format sebagaimana format pada           

Lampiran VII.  

 

Bagian Ketiga 

Kelengkapan Persyaratan 

Surat Permintaan Pembayaran 

 

Pasal 19 

Kelengkapan persyaratannya SPP-UP dan SPP-TUP diatur sebagai 

berikut: 

a. SPP-UP  terdiri dari: 

1. kuitansi penerimaan uang. 

2. surat pernyataan dari PA tentang Uang Persediaan yang terdiri 

dari :  

a) jika terdapat sisa dana UP akan disetor ke Rekening Kas 

Daerah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 ayat (2); 

b) tidak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang 

menurut ketentuan harus dengan LS. 

3. SKTM yang ditandatangani oleh PA dan Bendahara.  

b. SPP-TUP terdiri dari : 

1. kuitansi penerimaan uang. 

2. lembar kontrol per kegiatan yang berisi perhitungan jumlah 

TUP yang diminta sampai dengan  rincian objek belanja 

penggunaan dana TUP dari PA/KPA/PPTK format pada 

Lampiran VIII. 

3. surat pernyataan dari PA/KPA/PPTK bahwa: 

a) tambahan UP tersebut  akan digunakan untuk keperluan 

mendesak dan akan habis digunakan, dan 

dipertanggungjawabkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari 

kalender terhitung sejak tanggal diterbitkan SP2D.; 

b) apabila terdapat sisa dana TUP harus disetor ke Rekening 

Kas Daerah paling lambat 3 (tiga) hari kerja  setelah 
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kegiatan selesai dan tidak lebih dari jangka waktu 

pertanggungjawaban;  

c) tidak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang 

menurut ketentuan harus dengan LS. 

4. SKTM yang ditandatangani oleh PA/KPA/PPTK. 

 

Pasal 20 

Kelengkapan persyaratannya SPP-GUP/SPP-GUP Nihil/SPP-TUP Nihil 

diatur sebagai berikut: 

a. kuitansi penerimaan uang. 

b. surat pernyataan tanggungjawab belanja format pada           

Lampiran IX yang dilampiri asli bukti dasar penagihan : 

1) pembayaran biaya langganan daya dan jasa (Listrik, Telepon 

dan Air) dan khusus untuk bulan Desember dapat berbentuk 

nominatif. 

2) pembayaran belanja perjalanan dinas dilengkapi dengan: 

a) perhitungan final biaya perjalanan dinas sesuai ketentuan;  

b) surat tugas dari pejabat yang berwenang; 

c) SPPD yang berisi antara lain: informasi mengenai data 

pejabat (Nama, Pangkat/golongan), tujuan, tanggal 

keberangkatan, lama perjalanan dinas, dan biaya yang 

diperlukan untuk masing-masing pejabat; 

d) laporan perjalanan dinas; 

e) tiket dan boarding pass; 

f) foto yang melakukan perjalanan dinas pada lokasi 

kegiatan; 

g) Ijin dari Menteri Dalam Negeri untuk perjalanan dinas ke 

luar negeri. 

c. bukti-bukti pengeluaran barang/jasa belanja dari pihak ketiga 

yang bermeterai cukup dan tidak melebihi nilai Rp5.000.000 (lima 

juta rupiah) dilengkapi dengan Nota Pesanan; 

d. surat setoran pajak  dan bukti pemotongan/pemungutan pajak 

negara atas rincian obyek belanja yang dipertanggungjawabkan; 

e. bukti Setor ke Rekening Kas Daerah sisa dana UP dan atau TUP. 

 

Pasal 21 

(1) Pembayaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum 

dilaksanakan melalui mekanisme pembayaran SPP-LS atau SPP-

TUP/TUP Nihil.  

(2) Pengaturan mekanisme pembayaran sebagaimana dimaksud pada           

ayat (1)  adalah sebagai berikut: 

a. SPP-LS  terdiri dari : 

1. kuitansi penerimaan uang; 
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2. persetujuan panitia pengadaan tanah untuk tanah yang 

luasnya lebih dari 1 (satu) hektar di kabupaten/ kota 

untuk satu orang pemilik/bukti kepemilikan dan atau 

harga tanahnya di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima 

puluh juta rupiah); 

3. foto copy bukti kepemilikan tanah; 

4. SPPT PBB tahun transaksi; 

5. surat persetujuan harga; 

6. pernyataan dari penjual bahwa tanah tersebut tidak dalam 

sengketa dan tidak sedang dalam agunan; 

7. pelepasan/ penyerahan hak atas tanah/ akta jual beli 

dihadapan PPAT; 

8. SSP PPh final atas pelepasan hak; 

9. surat pelepasan hak adat (bila diperlukan). 

b. SPP-TUP Nihil terdiri dari : 

1. kuitansi penerimaan uang; 

2. pengadaan tanah yang luasnya sampai dengan 1 (satu) 

hektar untuk setiap pemilik tanah dan dilengkapi 

persyaratan daftar nominatif pemilik tanah yang 

ditandatangani oleh KPA; 

3. nilai pengadaan tanah didalam daftar nominatif tidak ada 

yang melebihi dari Rp250.000.000,00 (dua ratus lima 

puluh juta rupiah) untuk satu orang pemilik tanah; 

4. nilai tagihan tanah dalam daftar nominatif  tidak melebihi 

nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); 

5. surat persetujuan dari Koordinator  PKD untuk 

menggunakan TUP. 

 

Pasal 22 

SPP-LS untuk pembayaran belanja pegawai  dari belanja tidak 

langsung mengikuti ketentuan sebagai berikut: 

a. kuitansi penerimaan uang; 

b. pembayaran Uang representasi/tunjangan kelengkapan, Gaji 

Induk/ Gaji Susulan/ Kekurangan Gaji/ Gaji Terusan/ Uang 

Duka Wafat/ Tewas, Tunjangan Jabatan Struktural/Fungsional, 

Tunjangan Umum, Tunjangan PPh, Tunjangan Keluarga, atau 

Tunjangan Beras dilengkapi dengan  Daftar Definitif yaitu : Daftar 

Gaji Induk/ Gaji Susulan/ Kekurangan Gaji/ Uang Duka 

Wafat/Tewas, SK CPNS, SK PNS, SK Kenaikan Pangkat, SK 

Jabatan, Kenaikan Gaji Berkala, Surat Pernyataan Pelantikan, 

Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan, Surat Pernyataan 

Melaksanakan Tugas, Daftar Keluarga (KP4), Fotokopi Surat 

Nikah, Fotokopi Akte Kelahiran, SKPP, Daftar Potongan Sewa 

Rumah Dinas, Surat Keterangan Masih Sekolah/Kuliah, Surat 
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Pindah, Surat Kematian, SSP PPh Pasal 21. Kelengkapan tersebut 

di atas digunakan sesuai peruntukannya; 

c. pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah dilengkapi dengan Daftar 

Definitif yaitu Perhitungan Capaian Kinerja perorangan salah 

satunya dari segi Disiplin dan Prestasi Kerja yang ditandatangani 

oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan kepala daerah 

tentang TKD, SK Gubernur tentang Tenaga Honorer berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005, Pernyataan 

Melaksanakan Tugas dari PNS sampai dengan 30 November 

tahun anggaran sebelumnya  bagi staf pindahan, dan SSP PPh 

Pasal 21.  

 

Pasal 23 

SPP-LS atas belanja personal pada kegiatan diatur dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

a. kuitansi penerimaan uang; 

b. pembayaran biaya honorarium untuk tenaga honorer dilengkapi 

dengan Daftar Definitif berupa Daftar Biaya Honorarium Tenaga 

Kontrak Bulan Lalu, Rekapitulasi Absensi, SK Gubernur tentang 

Tenaga Honorer berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48  

Tahun 2005 dan SK Kepala Dinas bagi Pegawai Tidak 

Tetap/Tenaga Harian Lepas;  

c. pembayaran biaya honorarium dengan nama dan bentuk apapun 

untuk tenaga ahli/nara sumber/peserta non penerima TKD 

dilengkapi dengan Daftar Nominatif Penerima Honorarium, Surat 

Keputusan tentang Panitia, serta Pernyataan PA/KPA/PPTK 

untuk mengembalikan dana jika tidak sesuai dengan daftar 

nominatif, dan SSP PPh 21. 

 

Pasal 24 

SPP-LS untuk pembayaran belanja barang/jasa dan belanja modal 

dalam kegiatan sebagai berikut: 

a. kuitansi penerimaan uang; 

b. bukti dasar penagihan yang berkesesuaian sesuai dengan                 

Pasal 13;    

c. bukti potong pajak; 

d. faktur pajak beserta SSP yang telah ditandatangani Wajib Pajak; 

e. foto kopi jaminan bank atau yang dipersamakan yang 

dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank yang 

masih masa berlaku  untuk pembayaran uang muka dan 

dilegalisasi oleh PA/KPA/PPTK; 

f. dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang 

dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari 

pinjaman/hibah luar negeri. 

Pasal 25 
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SPP-LS atas belanja bantuan sosial dan hibah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 24 dengan ketentuan : 

a. kuitansi penerimaan uang; 

b. surat pernyataan pertanggungjawaban (penggunaan dana); 

c. surat permohonan yang dilengkapi dengan proposal ; 

d. rekening penerima bantuan; 

e. naskah perjanjian hibah. 

  

Pasal 26 
 

(1) Pengajuan dokumen tagihan belanja non pegawai tertentu paling 

lambat 3 (tiga)   bulan setelah dilaksanakan.  

(2) SPP yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 

dan Pasal 25  diteruskan ke PPK-SKPD atau Sekretaris/Kepala 

Bagian Keuangan/Kepala Bagian Umum bagi dinas, badan, 

sekretariat daerah dan sekretariat dewan serta Kepala Sub Bagian 

Tata Usaha bagi SKPD yang berbentuk kantor untuk dilakukan 

pengujian keabsahan. 

 

BAB VI 

PENGUJIAN KEABSAHAN  

DAN PERINTAH PEMBAYARAN 

Bagian Kesatu 

Pengujian Keabsahan 

 

Pasal 27 

PPK-SKPD karena jabatannya mendapat kewenangan dari Kepala 

Daerah untuk melakukan pengujian keabsahan tagihan yang akan 

membebani APBD serta memberikan perintah pembayaran.  

 

Pasal 28 

PPK-SKPD melakukan  pengujian tagihan terhadap SPP  sebagai 

berikut: 

a. Penerimaan/Registrasi SPP 

Petugas penerima SPP memeriksa kelengkapan berkas SPP, 

mencatatnya dalam buku pengawasan penerimaan SPP, dan 

membuat/menandatangani tanda terima SPP dimaksud. 

Menyerahkan berkas SPP kepada Kasubag Perencanaan/kasubag 

program sebagai penguji atas ketersediaan anggaran bagi 

dinas,badan, inspektorat dan sekretariat dewan maupun 

sekretariat daerah. 

 

 

b. Pengujian Ketersediaan Anggaran antara lain meliputi: 
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1. memeriksa kesesuaian rencana kerja dan/atau kelayakan 

hasil kerja yang dicapai dengan indikator keluaran; 

2. menguji kesesuaian pembebanan objek/rincian belanja 

dengan objek/rincian belanja pada DPA-SKPD; 

3. menguji ketersediaan anggaran yakni kesesuaian dengan 

rencana dalam SPD dan saldo pagu anggaran dan 

membuatnya dalam Lembar Pengendali sesuai dengan format 

pada Lampiran X. 

4. menguji pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai 

dengan indikator keluaran yang tercantum dalam DPA-SKPD 

berkenaan dan/atau spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan 

dalam kontrak. 

5. membubuhi paraf sebagai pernyataan bahwa SPP telah 

memenuhi persyaratan pada bagian bawah kuitansi 

penerimaan uang. 

c. pengujian materialitas dokumen pembayaran terhadap kebenaran 

perhitungan dan kelengkapan dokumen bagi  dinas,badan, 

inspektorat dan sekretariat dewan oleh kasubag keuangan 

sedangkan pada sekretariat daerah oleh kasubag verifikasi yaitu: 

1. memeriksa dan menguji kelengkapan berkas persyaratan SPP 

dan membuatnya dalam Daftar Kelengkapan Dokumen SPP 

sesuai format pada Lampiran XI. 

2. memeriksa dan menguji secara rinci keabsahan dokumen 

pendukung SPP sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan berlaku 

3. menguji perhitungan matematis dan penulisan kuitansi 

penerimaan uang. Setiap kuitansi penerimaan uang harus 

bebas dari coretan dan koreksi. 

4. memeriksa kebenaran hak tagih yang menyangkut antara 

lain: 

a) pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama 

orang/ perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama 

bank); 

b) nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau 

kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai 

spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak); 

c) jadwal pembayaran; 

d) kewajaran umum harga yang ditagih. 

5. Pengujian hak tagih sebagaimana dimaksud pada huruf a, 

huruf b,  huruf c dan huruf d dituangkan dalam  ringkasan 

kontrak/perikatan sesuai format pada Lampiran XII; 

6. menghitung pajak dan potongan lain yang harus dibebankan 

pada SPM dan membuat SSP dan Bukti Potong Pajak Negara; 

7. membuat Berita Acara Pembayaran untuk SPP-LS  sesuai 

format pada Lampiran XIII; 
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8. membubuhi paraf sebagai pernyataan bahwa SPP telah 

memenuhi persyaratan pada bagian bawah kuitansi 

penerimaan uang. 

 

Pasal 29 

PPK-SKPD menguji ulang hasil pekerjaan sesuai dengan tindakan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan menandatangani Surat 

Perintah Membayar jika kelengkapan dokumen sudah sesuai dengan 

persyaratan yang ditentukan. 

 

Pasal 30 

(1) PPK-SKPD mengembalikan SPP yang tidak  memenuhi 

persyaratan dengan catatan mengenai alasan pengembalian. 

(2) PA/KPA/PPTK wajib memperbaiki SPP hingga memenuhi 

ketentuan yang berlaku. 

 

Bagian Kedua 

Penerbitan Surat Perintah Membayar 

Pasal 31 

(1) Setelah dilakukan pengujian keabsahan tagihan dalam  SPP 

maka: 

a. menyimpan seluruh dokumen pendukung yang dicantumkan 

dalam SPTB serta menandatangani SPTB untuk memberikan 

pernyataan bahwa dokumen telah diverifikasi serta diarsipkan 

untuk kepentingan pengendalian dan pemeriksaan; 

b. PPK-SKPD menerbitkan SPM dalam rangkap 5 (lima), lembar 

pertama dan kedua disampaikan ke Bendahara Umum Daerah 

beserta SPP lengkap, lembar ke tiga sebagai pertinggal sesuai 

dengan format dalam format pada Lampiran XIV. 

(2) SPM diatas  Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diberikan 

paraf koordinasi oleh PPK-SKPD untuk ditandatangani oleh PA. 

 

Pasal 32 

Jika PPK SKPD tidak berada di tempat atau berhalangan maka 

penandatanganan SPM sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 31       

ayat (2)  dilakukan oleh pengguna anggaran. 

 

Pasal 33 

SPM yang disampaikan ke BUD disertai lampiran sebagai berikut: 

a. kuitansi penerimaan uang; 

b. SPP; 

c. lembar kendali; 

d. daftar penguji; 

e. surat pernyataan tanggungjawab belanja; 

f. Surat Perintah Kerja/kontrak asli  dan ringkasan kontrak; 
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g. berita acara pembayaran; 

h. bukti potong pajak; 

i. faktur pajak beserta SSP yang telah ditandatangani Wajib Pajak; 

j. foto kopi jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan 

oleh bank atau lembaga keuangan non bank yang masih masa 

berlaku  untuk pembayaran uang muka dan dilegalisasi oleh 

PA/KPA/PPTK; 

k. dokumen lampiran tersebut disesuaikan dengan jenis SPP. 

 

Pasal 34 

Bendahara Pengeluaran menyampaikan SPM dan lampirannya 

kepada Bendahara Umum Daerah. 

 

BAB VII 

PENCAIRAN MELALUI BENDAHARA 

 PENGELUARAN 
 

Pasal 35 

(1) Bendahara Pengeluaran menyimpan, menatausahakan, dan 

membayarkan uang yang berasal dari SPP-UP, SPP-GUP dan SPP-

TUP. 

(2) Jumlah yang dapat disimpan dalam kas ditangan Bendahara 

Pengeluaran setinggi-tingginya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta 

rupiah) kecuali untuk keadaan mendesak. 

(3) Di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD jumlah 

uang persediaan dapat melebihi ketentuan pada ayat (2) dengan 

seijin Bendahara Umum Daerah. 

 

Pasal 36 

Rincian obyek belanja  yang dapat dilakukan pembayaran untuk hal 

tertentu oleh Bendahara Pengeluaran adalah sebagaimana yang 

tercantum dalam Pasal 4. 

 

Pasal 37 

(1) KPA/PPTK/Panitia Pelaksana/Pejabat yang  melakukan 

perjalanan dinas mengajukan permintaan uang muka kepada PA 

melalui PPK-SKPD disertai proposal, tujuan penggunaan uang 

muka, serta kuitansi penerimaan dalam rangkap tiga yang 

ditandatangani oleh yang bersangkutan sesuai dengan format 

pada Lampiran XV. 

 

 

 

(2) PPK-SKPD meneliti alasan pengajuan uang muka kerja dan 

meminta klarifikasi yang dibutuhkan. 
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(3) PPK-SKPD menyetujui pembayaran uang muka dengan menanda 

tangani kuitansi dan memerintahkan Bendahara Pengeluaran 

membayarkan uang muka kerja. 

(4) Bendahara Pengeluaran membayarkan uang muka kepada 

KPA/PPTK/Panitia Pelaksana/Pejabat yang melakukan 

perjalanan dinas dengan menandatangani  kuitansi penerimaan. 

Satu kuitansi untuk PPK-SKPD, satu untuk penerima uang, dan 

satu pertinggal sebagai bukti uang keluar. 

 

Pasal 38 

(1) PPK-SKPD dan Bendahara Pengeluaran memantau pertanggung 

jawaban uang muka kerja. 

(2) KPA/PPTK/Panitia Pelaksana/Pejabat yang berkenaan 

mempertanggung-jawabkan uang muka kerja UP dengan 

memasukkan bukti-bukti pengeluaran yang sah kepada 

Bendahara selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah 

pemberian uang muka kerja dengan format pra-SPTB.  

(3) KPA/PPTK/Panitia Pelaksana/Pejabat yang berkenaan paling 

lambat tiga hari setelah kegiatan selesai atau tidak melewati 30 

(tiga puluh) hari kerja setelah penerbitan SP2D harus 

menyiapkan  bukti-bukti pengeluaran yang sah dan menyiapkan 

SPP-TUP Nihil. 

(4) Jika terdapat sisa uang muka kerja maka harus dikembalikan 

kepada Bendahara Pengeluaran atau BUD melalui Bendahara 

Pengeluaran. 

(5) Bendahara Pengeluaran meneliti keabsahan setiap bukti 

pengeluaran yang dipertanggungjawabkan kepadanya. 

(6) Bendahara Pengeluaran menyusun SPP-GUP sepanjang dananya 

masih tersedia dalam DPA-SKPD. 

 

Pasal 39 

Untuk membantu pengelolaan Uang Persediaan pada SKPD,  PA atas 

persetujuan PPKD dapat menunjuk Pemegang Uang Muka. Dalam 

pelaksanaan tugasnya Pemegang Uang Muka, bertanggung jawab 

kepada Bendahara Pengeluaran. 
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BAB VIII 

PROSEDUR PENERBITAN 

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA 
 

Pasal 40 

Penyampaian SPM kepada PPKD dilakukan sebagai berikut: 

a. petugas penerimaan SPM dari Kuasa BUD Bidang Verifikasi pada 

loket penerimaan SPM memeriksa kelengkapan SPM dan mengisi 

daftar uji kelengkapan berkas SPM. 

b. petugas penerimaan SPM dari Kuasa BUD Bidang Verifikasi 

berhak mengembalikan berkas SPM jika dokumen tidak lengkap 

sesuai daftar uji yang diajukan. 

c. berkas SPM yang telah lengkap diserahkan kepada penguji dari 

Kuasa BUD Bidang Verifikasi. 

 

Pasal 41 

(1) Pengujian oleh pejabat penguji dari Kuasa BUD Bidang Verifikasi 

atas SPM mencakup pengujian yang bersifat substantif dan 

pengujian formal. 

(2) Pengujian substantif dilakukan untuk: 

a. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam 

SPM; 

b. menguji ketersediaan dana pada kegiatan/belanja tidak 

langsung/pembiayaan dalam DPA-SKPD yang ditunjuk dalam 

afektasi SPM dengan menerbitkan Lembar Kontrol; 

c. menguji dokumen sebagai dasar penagihan (antara lain 

Ringkasan Kontrak/SPK, Berita Acara Pembayaran, SKTM, 

Surat Pernyataan lainnya); 

d. menguji SPTB dari PPK-SKPD; 

e. menguji bukti potong, faktur pajak beserta SSP-nya; 

(3) Pengujian formal dilakukan untuk: 

a. memeriksa cara penulisan/pengisian jumlah uang dalam 

angka dan huruf; 

b. memeriksa kebenaran dalam penulisan, termasuk tidak boleh 

terdapat cacat dalam penulisan. 

 

Pasal 42 

(1) Pejabat penguji dari Kuasa BUD Bidang Verifikasi membubukan 

paraf pengujiaan pada Lembar Kontrol; 

(2) SPM yang tidak memenuhi persyaratan dikembalikan kepada 

PPK-SKPD dengan memberikan catatan yang jelas dan lengkap 

pada Lembar Kontrol tentang alasan SPM ditolak. 
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(3) SPM yang telah diterima kelengkapannya berdasarkan pengujian 

substansi dan formal diserahkan ke Pejabat penandatangan SP2D 

dari Kuasa BUD Kustodian. 

 

Pasal 43 

(1) Pejabat penandatangan SP2D dari Kuasa BUD Bidang SP2D 

menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang telah diterima 

kelengkapannya berdasarkan format pada Lampiran XVI.  

(2) SP2D ditanda tangani  oleh Pejabat penandatangan SP2D dari 

Kuasa BUD Bidang SP2D. 

(3) Jika Pejabat penandatangan SP2D dari Kuasa BUD Kustodian 

tidak berada ditempat lebih dari 3 (tiga) hari maka SP2D 

ditandatangani oleh BUD atau Pejabat Kuasa BUD lainnya yang 

ditunjuk oleh BUD. 

(4) SP2D dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan distribusi: 

a. lembar pertama Bank 

b. lembar kedua BUD; 

c. lembar ketiga SKPD; 

d. lembar keempat Sekretariat/akuntansi – Dinas Keuangan; dan 

e. lembar kelima sebagai arsip. 

 

Pasal 44 

(1) SP2D digunakan sebagai dasar pemindahbukuan oleh Kuasa 

BUD Bidang Kustodian yang ditunjuk ke rekening pihak ke-tiga 

yang berhak yang tertera dalam SP2D. 

(2) Setelah SPM diuji dan SP2D yang  berhubungan dengan SPM 

tersebut sudah terbit, maka berkas SPM serta dokumen 

pendukung dikembalikan ke SKPD yang bersangkutan dengan 

menandatangani buku ekspedisi. 

 

BAB IX 

PENUTUP 

Pasal 45 

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku,  Peraturan Gubernur 

Gorontalo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan 

Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 02) dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 
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Pasal 46 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Provinsi Gorontalo. 

 

Ditetapkan di Gorontalo 

pada tanggal   15 Januari  2014    

GUBERNUR GORONTALO, 

      Ttd  

      RUSLI HABIBIE 

Diundangkan di Gorontalo 

pada tanggal  15 Januari  2014 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO, 

Ttd  

    WINARNI D.MONOARFA 
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LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO  

NOMOR : 02 TAHUN 2014 

TANGGAL : 15 JANUARI 2014 
TENTANG : PROSEDUR PEMBAYARAN DAN PEMBEBANAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

 
 

1. LAMPIRAN   I : RENCANA ARUS KAS KEGIATAN 

2. LAMPIRAN   II : SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH 

3. LAMPIRAN   III : SURAT PERINTAH KERJA  

4. LAMPIRAN   IV : SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-UP/GU  

5. LAMPIRAN   V : DAFTAR UJI 

6. LAMPIRAN   VI : RINGKASAN SPP 

7. LAMPIRAN   VII : SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN  

8. LAMPIRAN   VIII : LEMBAR KONTROL 

9. LAMPIRAN   IX : SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN 

10. LAMPIRAN   X : KARTU KENDALI KEGIATAN 

11. LAMPIRAN   XI : DAFTAR KELENGKAPAN DOKUMEN SPP 

12. LAMPIRAN   XII : RINGKASAN KONTRAK 

13. LAMPIRAN   XIII : BERITA ACARA PEMBAYARAN  

14. LAMPIRAN   XIV : SURAT PERINTAH MEMBAYAR  

15. LAMPIRAN   XV : RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS  

16. LAMPIRAN   XVI : SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA 

 

 

 

 
 

GUBERNUR GORONTALO, 

Ttd  
RUSLI HABIBIE 
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LAMPTRAN rr PERATURAN GuBERNUR "?l3}Ilt0o1^
NOMoR , ,oto
TANGGAL ^ - . "6^v laaN oo*  r r r * * ' *o

lilt"^"r.t, o*qt*'"1**

PEMERINTAH PRovlNsl ool:yoto

suRAr o,*t'o'oo'i ;il;;tARAN BELANJA DAERAI-I

NOMOR"" " " " "  TAHUN - ' - : " " " " "
rAHUN ANGGARAN 

NDAHARA UMUM DAERAH

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BE

Menmbans ?:lI"':lJ;:,.T""i::"'T:,,1:i:::-#X" fT li:fi# ll:i"-';:';:l:

I i;}ri}it'3ii:* 
ru* 

: t * ;:' :t : :'"il'; 
o : ' ' " '? I ii"'J'JJn "' o' rr A P B D

2 .  Pe ra tu ran  Kepa la  Dae rah  Nomor " "  '  Tahun  " "  ' t en tang  Pen jaba ran  APBD

prov ins i . . . . . . . . t ahun  angga ran  "  "  '  
Tahun . . . . . . . . . t en tang  

Pedomar r  Pe laksanaan

3 .  P e r a t u r a n  K e p a l a  D a e r a h  N o m o r "

APBD Prov tns t '

4 .  DPA-SKPD "  P rov ins r .  nomor "  "  t ahun  "  " "  '

s . . . . . .  .  . .  * )

Berdasarkan peraturan Daerah,Ptov'"li::f""'o:".t;; o,"',l,lr??lo";.t"1)1";;;i'"*t:] 
' ' "lj;::

Anggaran  Pendapa tan  ud r  I  " -  - . 0 ' ,  
angga ran  sebaga i  be r i ku t :

angga ran . ' . "  " "menerapkan /menyed iakan  
k r

].

2 .
3 .
4 .
5 .

6
1
8
J

Dasar  PenYed iaan  dana :-oo*t i  
to totPA-sKPD/DPAL-sKPD- )

D i t u l ukan  kePada  SKPD

Nama PPTK

Nama Bendahara  Penge lua ran

lum lah  PenYed iaan  Dana

Un tuk  kepe r tuan  beban  penge lua ran

Un tuk  kebu tuhan

Atas beban
l kh t i sa r  PenYed iaan  dana

a ,  J u m l a h d a r r a D P A - S K P D / D P P A - 5 K P D

/DPAL.SKPD 
*)

b .  Akumu las i  SPD sebe lumnYa

. .  S i sa  dana  Yang  be lum d i  SPD-kan

( a - b )

d .  Jum lah  dana  Yang  d i  SPD-kan  :

Saa t  i n i

e .  S i sa  j um lah  dana  DPA-SKPDi  DPPA-

SKPD/DPAL-SKPD* )  Yang  be lum

Di  SPD KAN

10 .  Ke ten tuan -ke ten tuan  l a tn

R p ,  . .  . .  . .  . . .

( t e r b i l a n g . ' . . .  " " " " "  )

UPi  GU/TU/LS-  )
b u 1 a n . . . . . . . . . ' s l d  b u l a n  "  " '

Be lan  ja  Tdk  Langsung/Be lan ja  Langsung

R p . . . . . . . . . . . . . ' . .
* 0 .  . .  . . . . , . . . . . . . . . . . . . ' . . . . .  "  "  " " ' ' - '

R p . . . . . . . . . . . . . . .

B-p  . .  '  ( - )

R p .  . .  . . . . . . . . .
( t e r b i l a n g . . . . . .  " " "  " " ' )

N o m o r
Ta nggal

D i t e t a p k a n d i  " ' " "  "  "  " " '

Pada  tangga l

Pe jaba t  Penge lo la  Keuangan  Daerah  se laku

BENDAHARA UMUM DAERAH

Ttr l

(nama lengkaP)
N  1 P . . . . . . .
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L A M P I R A N  I I I  P E R A T U R A N  G U B E R N U R  G O R O N T A L O

NOMOR :

TANGGAL  :
TENTANG :  PROSEDUR

T A H U N  2 0 1 4

2014

P E M B A Y A R A N  O A N  P E M B E B A N A N  A N G G A R A N  P E N D A P A T A N  D A N  B E L A N J A  O A E R A H

$',lt'.? PEMERINTAH PROPINSI  GORONTALO

S K P D

S U R A T  P E R I N T A H  K E R J A  I  S a t u a n  K e r j a :  " " " " " " '

N o m o r  d a n  T a n g g a l  S P K :
( s P K ) N o m o r :

Ta ngga l :
Nomor  dan  tangga l  su ra t  undangan  pe rm in taan  penawaran :

N o m o r  d a n  t a n g g a l  B e r i t a  A c a r a  H a s i l  p e n g a d a a n / n e g o s i a s i :

Pake t  Peker jaa r r :  . . . .
SPK in i  mula i  ber laku efekt i f  terh i tung se jak tanggal

j d i t e rb i t kan  pene tapan  pe laksana  dan  penye lesa ian
j  kese lu ruhan  peker jaan  sebaga imana  d ia tu r  da lam SPK in i .

f f i o n t o h , d i c a n t u m k a n p e m b e b a n a n a t a s D P A - S K P D . . . t a h u n
a n g g a r a n , . .  .  u n t u k  m a t a  a n g g a r a n  k e g i a t a n . . '  "  )

Waktu  Pe laksanaan  Peker jaan ( , . . . . . . . . . . )  h a r i  k a l e n d e r / b u l a n / t a h u n

C a r a  P e m b a y a r a n : , . .

i K u a n t i t a s

N I L A I  P E K E R J A A N

,  Sa tuan Harga  Sa tuan
( R p )

Tota l  (np . )t l o '  t r t i an  Peker jaan

I  u k u r a n

PPN 10%

Cata tan  l a innya :  penag ihan  hanya  dapa t  d i l akukan  se te lah  penye lesa ian  peke r jaan  yang  d ipe r in tahkan

da lam SpK in i  d ibuk t ikan  dengan Ber i ta  Acara  Serah Ter ima,  J ika  peker jaan t idak  dapat  d ise lesa ikan

da lam jangka waktu  pe laksanaan peker jaan karena kesa lahan a tau  ke la la ian  penyed ia  maka penyed ia

berkewai iban un tuk  membaVar  denda sebesar  1 /1000 (sa tu  per  ser ibu)  se t iap  har i  ke ter lambatan dar i

n i l a i  S P K .

PIHAK KEDUA
cv. . . . . . . . .

PIHAK PERTAMA

(Nama d i rek tu r ) ( N a m a  / N i p )
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L A M P I R A N  l l l . a  P E R A T U R A N  G U B E R N U R  G O R O N T A L O

N O M O R  :

TANGGAL  :

TENTANG :

TAHUN 2014

2074

PROSEDUR PEMBAYARAN DAN PEMBEBANAN ANGGARAN FENDAPATAN DAN BE

NOTA PESANAN
N o m o r :

Kepada  y th .

Harap  dapa t  memasukkan  be lan ja  un tuk  memenuh i  kebu tuhan  keg ia tan

dengan  r i nc ian  sebaga i  be r i ku t :

d i -

Nama/. !en is  Barang j  Harga satuan LJ u m l a h
Barangurut ( n p ) !---t ---

K e t e r a n g a n :
1 .  Pembayaran  me la lu i  bendahara  SKPD

Z.  pembayaran  d i l aksanakan  apab i l a  ba rang -ba rang  te rsebu t  t e lah  d ipe r i ksa /d i t e r ima  o leh

pan i ta  pener ima  Has i l  Peke r jaan  dan  te lah  d i se rahkan  dengan  d idukung  o leh  Ber i t a

Acara  Pener imaan  Barang .

PA/KPA/PPTK

Tota I
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LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

N O M O R  :

T A N G G A L  :

TAHUN 2014
zo14

[; f f i "  ,  ,OO'UO'* PEMBAYARAN DAN PEMBEBANAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN EELANJA DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI  GORONTALO

SKPD:

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-UP/GU

N o m o r  I  . . . . . . . . . . . . . ' . . . . .

sehubungan  dengan  su ra t  Pe r in tah  Membayar  Uang  Persed iaan  ( sPM-UP/GU)  nomor

. . . . . . . . . . t angga1 . . . . . . .  yang  kami  a jukan  sebesa r  Rp" " " " " " " '  ( t e rb i l ong"  )Un tuk  keper luan

s K P D . . . . . . . . . . . . . . . . . .  t a h u n  a n g g a r a n . . . . . . . . . . . . . . . . . . d e n g a n  i n i  m e n y a t a k a n  d e n g a n  s e b e n a r n y a  b a h w a :

1 .  Jumlah  uang  pe rsed iaan ,  dan  gan t i  uang  (UP/GU)  te rsebu t  d ia tas  akan  d ipe rgunakan

un tuk  keper luan  guna  memb iaya i  keg ia tan  yang  akan  kami  l aksanakan  sesua i  DPA-SKPD

2.  Jumlah  uang  pe rsed iaan  (UP/GU)  te rsebu t  t i dak  akan  d igunakan  un tuk  memb iaya i

penge lua ran -penge tua ran  yang  menuru t  ke ten tuan  yang  be r laku  ha r t l s  d i l akukan

dengan  PembaYaran  Langsung  (  LS  ) .

Demik ian  Sura t  pe rnya taan  i n i  d ibua t  un tuk  me lengkap i  pe rsya ra tan  penga juan  SPM-

UP/GU SKPD kami .

Ta ngga l ,

PA/KPA/PPTK

Ttd

( n a m a  l e n g k a p )

N 1 P . . . . . . . . .BI
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L A M P I R A N  I V . A  P E R A T U R A N  G U B E R N U R  G O R O N T A L O

N O M O R  :  T A H U N  2 0 1 4

TANGGAL :  2014

TENTANG :  PROSEDUR PEMBAYARAN DAN PEMBESANAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA OAERAH

PEMERINTAH PROVINSI  GORONTALO

SKPD:

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP- TUP
Nomor  :  . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sehubungan  dengan  Sura t  Pe r in tah  Membayar  Tambahan  Uang  Persed iaan  (SPM-  TUP)  nomor

. . . . . . . . . . t angga1 . . . . . . .  yang  kami  a jukan  sebesa r  Rp . . . . . . . . . . . . . . .  ( t e rb i l ong . .  )un tuk  keper luan

S K P D . . . . . . . . . . . . . . . . . .  t a h u n  a n g g a r a n . . . . . . . . . . . . . . . . . . a t a s  k e g i a t a n  . . . d e n g a n  i n i  m e n y a t a k a n

dengan  sebenarnya  bahwa  :

1 .  T idak  akan  menggunakan  TUP te rsebu t  un tuk  memb iaya i  penge lua ran  yang  menuru t

ke ten tuan  Pera tu ran  Gubernu r  t en tang  Mekan isme Pembayaran  a tas  Beban  APBD yang

harus  d i l akukan  dengan  mekan isme langsung .

2 .  Akan  segera  memper tanggung jawabkan  TUP se lamba t - l amba tnya  30  ( t i ga  pu luh )  ha r i

ker ja  sete lah tanggal  penerb i tan SP2D

3,  Akan  segera  menye to rkan  kemba l i  dana  TUP ke  Kas  Daerah  se lamba t - l amba tnya  3  ( t i ga )

ha r i  ke r j a  se te lah  keg ia tan  se lesa i

4 .  Akan  menye to rkan  kemba l i  s i sa  dana  TUP yang  t i dak  te rpaka i  sesua i  ke ten tuan

J i ka  ha l  i n i  i n i  d i l anggar  maka  kami  be rsed ia  mener ima  sanks i  be rupa  penggunaan  hak

Pemer in tah  Daerah  sesua i  densan  SKTJM

Ta ngga l ,

P e n g g u n a  A n g g a r a n /  K u a s a  P e n g g u n a  A n g g a r a n

Ttd

(nama lenska!)
N  1 P . . . . . . . . .

PPTK

Ttd

(nama lengkap)
N 1 P . . . . . . . . .
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LAMPIRAN V  PERATURAN GUBERNUR GORON IALO

NOMOR :  TAHUN 2014

TANGGAL :  
2414

T E N T A N G : P R o S E D U R P T M B A Y A R A N O A N P E M B E B A N A N A N G G A R A N P E N D A P A T A N D A N B E L A N . J A D A E R A H

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

DAFTAR UJI
KELENGKAPAN LAMPIRAN DOKUMEN

S K P D  "
N o m o r  S P P  :

Tangga l  SPP :

KPA/Ver i f i ka to r  :

PPTK

TDK

n

n
n
n
n

I-l

n
tI

n
n

[-]

[]

tI
tl
E

ADAn
[]

[]

n
n

t--_l
E
n
tl
tl
E
E
n
{--_l
n
n
E
E
[]

1 .  S u r a t  P e r m i n t a a n  P e m b a y a r a

2 .  K w i t a n s i  P e n e r i m a a n  U a n g

3 .  S u r a t  P e r n y a t a a n  T e n t a n g  P e n g g u n a a n  T U

4.  Sura t  Kuasa Tanggung jawab Mut lak

5 .  L e m b a r K o n t r o l A n g g a r a n

6.  Sura t  Pernyataan Tanggung Jawab (  SPTB )

7 .  Ber i ta  Acara  PembaYaran

8.  R ingkasan Kont rak  /  Nota  Pesanan

9.  Ber i ta  Acara  Penye lesa ian  Peker jaan

10.  Sura t  Per in tah  Ker ja  /  SPK

1,1 . .  Sura t  Per jan j ian  Kont rak  Ker ja

1 ,2 .  Sura t  Penawaran

1 3 .  B e r i t a  A c a r a  P e n e r i m a a n  B a r a n g / J a s a

14.  Ber i ta  Acara  Pemer iksaan Barang /  Jasa

1 5 .  L a p o r a n  K e m a j u a n  F i s i k  P e k e r j a a n

16.  Ber i ta  acara  serah  te r ima peker jaan

1 7 .  J a m i n a n  B a n k ,  U a n g  M u k a / P e l a k s a n a a n

1 8 .  S u r a t - S u r a t  P e n d u k u n g  L a i n n y a

19.  Buk t i  Po tongan Pa jak

20.  Fak tur  Pa jak

21.  Sura t  Setoran  Pa jak
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LAi /P IRAN VI  PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NCI , IOR TAHUN 2014

T A \ G G A L  :  2 0 , 1 4  O E i I N A D A T A N  B E L A N J A  D A E R A H

TENTANG :  PROSEDUR PEMBAYARAN DAN PEMBEBANAN ANGGARAN PENOAPATAN BELAI '

U A N G
( 1 )

PERSEDIAAN
S P P . U P

RINCIAN
TAHUN

RENEANA PENGGUNAAN
ANGGARAN. . .

No, U rut

, T e r c r l a n g  
l  .  .  " "  "  '  "

Mengetah u  I
PA/KPA/PPTK-

TTD

( n a m a  l e n g k a P )
N I P

J,ka  SPP -  LS pengadaan barang/ jasa  PPTK iku t  menanda langan l

Lembar  as l i  un tuk  PA/PPK-SKPD
S a l i n a n  1  u n t u k  K u a s a  B U D

Sal inan 2  un tuk  bendahara  penge luaran/PPTK

Sal inan 3  un tuk  ars ip  bendahara  penge luaran/PPTK

I ' a n g g a l  .  .  . . .

Bendahara  Penge luaran

TTD

(nama lengkaP)
N I P ,

FEMBAYARAN LANGSUNG
(4)  sPP -  LsiIMeAHIN uaNc

GANTI  UANGFERSEDIAAN
( 2 )  s P P  -  G U

rooe nexeru
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-A \ IP IRAN V I I

N O M O R  :

T A N G G A L  :

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
TAHUN 2014

T E  N T A N G PROSEDUR PEMBAYARAN

20L4
DAN PEMBEBANoN iI !Golo*ryN DAN BELANJA DAERAfI

PEMERINTAH PROVINSI  GORONTALO

SU RAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

N O M O R . . . ' . .

q , D p -  I  s
t t

N I H I L

S P P - U P

1 .
2 .
3 .
4 ,
5 .
6
L
B .
9
L0

P e r i n c i a n

N a m a  S K P D  d a n  A l a m a t

Nama keg ia tan
N a m a  P e n e r i m a a n  P e m b a v a r a n
A lamat  Pe rusahaan

N a m a  P i m P i n a n  P e r u s a n a a n
N a m a  d a n  N o m o r  r e k e n i n g  b a n k

K e p e r l u a n  P e m b a Y a r a n
Nomor  kon t rak

D a s a r  P e m b a y a r a n
J u m l a h

p e m b a y a r a n  b e r d a s a r k a n  k o d e  d a n

:

:

.  q P n  N o . . . . . . . . . , .

.  J l  v  r t !

.  R n,  l \ y . .

r o l z o n i n g
l l o l l l o  I  L r \ r " r r  r o

t a  ngga l . . . . . ' . ' . . . .
( , . . . . . . . )

R p . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . '
R p . . . . . . . . , , . . . . ' . . . .
| , y . . . ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

D a t a  a n g g a r a n ,  S P D  d a n  S P 2 D

I  D P A - S I ( P D / D P P A - S K P D / D P A L - S I ( P D

1 .  N o m o r  d a n  t a n g g a l  :
R p .  . . . . . . . . . . . . . . . . ' .

2 .  J u m l a h  a n g g a r a n

S P D
1 .  S P D  s a m P a i  d e n g a n

2 .  S P D  n o m o r . ' . . . . . . . " ' t a n g g a l " " " " " " "

A n g g a r a n  y a n g  b e l u m  d i  S P D - k a n  ( l - l l )

B e l a n i a

1 .  B e l a n j a  U P

7 .  B e l a n j a  G U

3 .  B e l a n j a  T U

4 .  Be lan ja  LS  Ga j i  dan  Tun jangan

5 .  B e l a n j a  u n t u l <  L S  b a r a n g  d a n  j a s a

S isa  SPD yang  d i t e rb i t kan  be lum d ibe lan jakan

Tangga l ,

PA /KPA/  PPTK/  Bendahara  Penge lua ran

Ttd

( n a m a  l e n e k a o )
N t P . . . . . . . . .

R p . . . , . , . . , . . . . . . . . . . . . . . .
o ^  l + \
n p . . . ' . ' . . . . . . ' . . ' ' ' ' ' ' ' \ ' / np. . . . ' . . ' . . . . ' . .  . ' . . ' , ' ( - )

R p .  . . . . . . . . . . . . . . . . ' .  . . '
i l r .
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L A M P I R A N  V l l l  P E R A T U R A N  G t T B E R N U R  G O R O N T A L O

N O N l O R TAHUN 2014

TANGGAL  2014

TEN 'TANG I  PROSEDUR PEMBAYARAN DAN PEMBEBANAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA  DAERAH

PCUCNIruTAH PROVINSI GORONTALO

Perangka t  Dae rah
Sub  Pe rangka t  Dae rah
Prog ram
Keg ia tan
N o m o r  S P P
J e n i s  S P P

LEMBAR KONTROL

1  SPT  d idukung  dokumen  :

Kwi tansi
Pengan ta r  SPP
S P P  L S
Dokumen  Pendukung  La lnnYa

2  Pengadaan  Ba rang  dan  Jasa  Kons t ruks i  yang
1  Ju ta  d i l amp i r i  dengan  :

Faktur  Pajak

1 .  S P T  d i d u k u n g  d o k u m e n

SPJ  Bu lan  La lu

2 .  SPP d idukung  dokumen

Kwitansi

S S P  P P N
S S P  P P h
Perh i t ungan  PPN dan  PPh  sudah  Bena r

Ca ta tan

Pengan ta r  SPP
Fer inc ian  Penggunaan  Angga ran  dan  Be lan la
Dokumer ,  Pendukung  l a i nnya

K O D E  R E K E N I N URAIAN ANGGARAN
NILA I  SPP
SAAT IN I

REAL ISASI
s ld SAAT lNl

SISA ANGGARAN

1 4 5 6 = 3 - 5

J u m l a h

F I - J N G S I  V E R I F I K A S I
URAIAN TANGGAL J A M PARAF

Di te r ima
i  

-  D i kemba l i kan  ke  un i t  yang  be rsangku tan
.  D i t e r ima  kemba l t

j  "  D i t e r u s k a n  k e  B U D

I

FUNGSI  PERBENDAHARAAN
URAIAN T A N G G A L PI\RAF

.  Di ter ima

.  D ibua t  Konsep  SPM

.  D r te ruskan
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LA INP IRAN IX  PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOI' /10R T A H U N  2 0 1 4

i :H :J :  .  O*O"OUO OI ' *UO"OOO* DAN PEMBEBANAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN
( SPTB )

Yang ber tanda tangan d ibawah in i  menyatakan dengan sebenar-benarnya banwa :

a pengeluaran untuk kegiatan terse6ut  te lah d ibayarkan kepada yang berhak sesuai  dengan ketentuan

b D o k u m e n p e n d u k u n g i e | a h d i u l i k e a b s a h a n n y a S e c a r a b e r s a m a - s a r r t a
c Bukt i -bukt i  pengeluaran r""g;p d- ; i " ru i . ip i rn pugr  sK:-D-:ntuk menjadi  bahan pemer iKsa dan evaluast

F U N G S
S K P D
e L  r e  Q k  D t - r
J U ! V v

PROGRAI " l
KEGJATAN
NOI ' ' ]OR SPP
JEN S  .SPP

Adaprrn r . rncran bukt i  a tas penger"uaran dan kegiatan d iatas adalah sebagai  ber ikut

MENGETAHUI
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Tanggal 20

TTD

(NAMA LENGKAP)
N I P .

TTD

P P T I (

TTf,

( l . lAMA LENGKAPl
N I P .

PENERIMA
N I L A I Y A N G
DITERIMAK O D E

R E K E N I N G
A N

NOMOR
BUKTI TANGGAL

5 b

1
I

l

'z
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LA f\,1P lt lA N

r lO lv lOR

T A N C G i \ L
T I  N T A  N C

X PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
r A H U N  2 0 1 4

P R O S E D U R  P E M B A Y A R A N  I ] ^ N  P E M B E B A N A N  B E B A N  A N G G A R A N  P E N D A P A T A N  D A N  B E L A N J A  D A E R A H

PEMERINTAH PROVINSI  GORONTALO

KARTU KENDALI KEGIATAN

S K P D
N a m a  P r o g r a m
N a m a  l ( e g i a t a n
N a m a  P P T K

M  e n g e t a h u i ,

P e n g g u n a  A n g g a r a n / K u a s a  P e n g g u n a  A n g g a r a n

Ttd

( n a m a  l e n e k a p )
N  1 P . . . . . . . . .

R e a l i s a s i  K e g i a t a n
S P 2 D  ( R p ) ( R  p )

Ta n  gga l ,

P e j a b a t  P e l a k s a n a  T e h n i s  K e g i a t a n

I  L U

( n a m a  l e n g k a p )
N  t P . . . . . . . . .

P a g u  a n g g a r a n
K e g i a t a n  1 R p )

Sit .  A..gg**

L e m b a r  A s l i
S a l i n a n  1
S a l i n a  n  2

:  u n t u k  P e n g g u n a  A n g g a r a n / P P K - 5 K P D
:  u n t . . r l .  b e n d a l ' a ' a  p e n g e  u a ' a n / o 0 l K
:  u n t , r \  a r s r p  b e n d a h a r  a  p e - g e l - a : a n , ' P p - (

R e l < e n i n g U r a i a n

Jumlah
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L , l M  P ] R A N

i i o M o R

X]  PTRATURAN GUBERNUR GORONTALO
IAHUN 2014

20  14T A N G G A L  I
T E N I A N G  : PROSEDUR PEMBAYARAN DAN PEMSEBANAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJ^  D I \ERN I - ]

n
t l
L_l
n
S P P  G U

n
t l
t__l
tl

[]

2 .

1 .  S P P  U P

3 . S P P  -  T U P

4. S P P  -  N I H I L

PEMERI NTAH PROVINSI  GORONTALO

pENEL|T|AN KELENGKAPAN DOKUMEN /  CHECKLIST

S r r r a t  n e n s a n t a r  S P P  -  U P

R i n g l < a s a n  S P P  -  U P
R i n c i a n  p e n g g u n a a n  d a n a
S a l i n a n  S P D
D r a f  S u r a t  p e r n y a t a a n  p e n g a j u a n  S P P  -  U P  u n t u k  d i t a n d a t a n g a n i  o l e h
P A / K P A  y a n g  m a n y a t a k a n  b a h w a  u a n g  y a n g  d i m i n t a  t i d a k  d i p e r g u n a k a n  u n t u k
k e p e r l u a n  s e l a i n  u a n g  p e r s e d i a a n  s a a t  p e n g a j u a n  S P 2 D  k e p a d a  l l u a s a  B U D
L a m p i r a n  l a i n n y a  y a n g  d i p e r l u l < a n

S u r a t  p e n g a n t a r  S P P  -  G U P
R i n g k a d a n  S P P  -  G U P
Rinc ian  penge lua ran  pe r  l <eg ia tan  dan  buk t i  pendukungnya
S a l i n a n  S P D
Sura t  pengesahan  lapo ran  pe r tanggung jawaban  benda i ra ra  penge lua ran
a tas  penggunaan  dana  a tas  pengg l rnaan  dana  SPP-UP/GU/TU sebe lumnya
Dra f  Su ra t  pe rnya taan  penga juan  SPP -  UP un tuk  d i t anda tangar r i  o leh
PA/KPA yang  manya takan  bahwa  uang  yang  d im in ta  t i da l<  d ipe rgunakan  un tuk
keper luan  se la in  gan t i  uang  pe rsed iaan  saa t  penga juan  SP2D kepada  kuasa  BUD
L a m p i r a n  l a i n n y a  y a n g  d i p e r l u k a n

S r r r a t  n e n p a n t a r  S P P  -  T U P

R i n g k a s a n  S P P  -  T U P
R i n c i a n  S P P - T U P
S a l i n a n  S P D
S u r a t  p e n g e s a h a n  S P J
D r a f  S u r a t  p e r n y a t a a n  p e n g a j u a r r  S P P  -  U P  u n t u k  d i t a n d a t a n g a n i o leh
P A / K P A  y a n g  m a n y a t a l < a n  b a n w a  u a n g  y a n g  d i m i n t a  t i d a k  d i p e r g u n a k a n  u n t u k
k e p e r l u a n  s e l a i n  g a n t i  u a n g  p e r s e d i a a n  s a a t  p e n g a j u a n  S P 2 D  k e p a d a  k u a s a  B U D

S u r a t  k e t e r a n g a n  y a n g  m e m u a t  p e n j e l a s a n  l < e p e r l u a n  p e n g i s i a n  T U

L a m p i r a n  l a i n n y a  y a n g  d i p e r l u k a n

S r r r a t  n p n p a n t a r  S P P  -  T U P  N i h i l
S P P  _  T U P  N i h i I
R i n c i a n  p e n g e l u a r a n

Buk t i  t r ansaks i  yang  sah  dan  l engkap
L a m p i r a n  l a i n n y a  y a n g  d i p e r l u k a n
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5.  SPP -  LS Khusus  Pembayaran Ga j i  dan tun jangan

S u r a t  p e n g a n t a r  S P P - L S

R i n g k a s a n  S P P - L S
R i n c i a n  5 P P - L S
P e m b a y a r a n  g a j i  i n d u k

G a j i  s u s u l a n
l ( e k u r a n g a n  g a j i

G a j i  t e r u s a n

U a n g  d u k a  w a f a t / t e w a s  y a n g  d i l e n g k a p i  d e n g a n  d a f t a r  g a j i  i n d u k / g a j i

s u s u  l a n / k e k u  r a n  g a n  g a j i / u  a  n  g  d u  k a  w a f a t / t e w a s

S I (  C P N S

SI(  PNS

S l (  k e n a i l < a n  p a n g k a t

S K  j a b a t a n

l ( e n a i l < a n  g a j i  b e r k a l a

S u r a t  p e r n y a t a a n  p e l a n t i l < a n

S u r a t  p e r n y a t a a n  m a s i h  m e n d u d u k i  j a b a t a n

S u r a t  p e r n y a t a a n  m e l a k s a n a k a n  t u g a s
K P 4
t r ^ + ^  ^ ^ ^ i  - , , - ^ +  ^ i l , - l hr  v L L ,  L U P r  ) U r d L  r i l r \ c

F o t o  c o p i  a k t e  k e l a h i r a n

S I ( P P

D a f t a r  p o t o n g a n  s e w a  r u d i s

S u r a t  l < e t e r a n g a n  m a s i h  s e k o l a h

S u r a t  p i n d a h

S u r a t  l < e m a t i a n
S S P  P P h  p a s a l  2 1
P e r a t u r a n  p e r u n d a n g a n - u n d a n g a n  m e n g e n a i  p e n g h a s i l a n  p i , n p i n a n  d a n
a n g g o t a  D P R D  s e r t a  g a j i  d a n  t u n j a n g a n  k e p a l a  d a e r a h / w a k i l  k e p a l a
d a e r a h .

6 .  SPP -  LS  Khusus  pengadaan  ba rang  dan  j asa

Sura t  pengan ta r  SPP-LS
Ring l<asan  SPP-LS
Rinc ian  SPP-LS
S a l i n a n  S P D
S a l i n a n  s u r a t  r e k o m e n d a s i  d a r i  S K P D  t e h n i s  t e r k a i t
SSP d i se r ta i  f ak tu r  pa jak  (PPN dan  PPh)  yang  te lah  d i t anda tangan i  wa j i b
p a j a k  d a n  w a j i b  p u n g u t  ( u n t u k  p a j a k  i n i  d i c e k  k e m b a l i  k e b e n a r a n
perh  i t u  nga  n  n  ya  )
Su ra t  pe r jan j i an  ke r jasama an ta ra  PA/KPA dengar r  p ihak  ke t i ga  se r ta
m e n c a n t u m l < a n  n o m o r  r e k e n i n g  b a n k  o i h a k  k e t i g a
R a r i t e  a a a r 2  n o n \ / o l a c r i r n  n n l r n ' i . . ^u L r  r L o  q L o r  o  p E r r y s t t r ) d t d t  I  P c N t r t J d d t l

Ber i t a  aca ra  se rah  te r ima  peke r jaan /ba rang  dan  j asa
B e r i t a  a c a r a  p e m b a y a r a n
Kwi tans i  be rme te ra i , no ta / fak tu r  yang  d i t anda tangan i  p ihak  ke t i ga  dan
PPTI (  se r ta  d i se tu ju io leh  PA/ l (PA
S u r a t  j a m i n a n  b a n k  a t a u  y a n g  d f i p e r s a m a l < a n
Dokumen  la in  yang  d rpe rsya ra tkan  un tuk  kon t rak -kon t rak  ( j am inan
p e n a w a r a n ,  j a m i n a n  u a n g  m u k a  b a g i  y a n g  m e n g a j u k a n  u a n g  m u k a

, j a m i n a n  p e l a k s a n a a n  d a n  j a m i n a n  p e m e i i h a r a a n  b a g i  p e m b a y a r a n  r e t e n s i )
B e r i t a  a c a r a  p e m e r i k s a a n  y a n g  d i t a n d a t a n g a n i  o l e h  u n s u r  p a n i t i a
p e m e r i k s a a n  b a r a n g  d a n  p i h a k  k e t i g a  s e r t a  l a m p i r a n  d a f t a r  b a r a n g  v a n g
d ipe r i l <sa

I
n
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n
n
n

Sura t  ang l (u tan  a tau  konosemen  apab i l a  pengadaan  d i l aksanakan  d i  l ua r

w i l ayah  ke r ja
Sura t  pember i t ahuan  po tongan  denda  ke te r l amba tan  peke r jaan  da r i  PPTK

a p a b i l a  p e l < e r j a a n  m e n g a l a m i  l < e t e r l a m b a t a n
Fo to /buku /do l<umen tas i  t i n  gka t  kema juan /penye lesa ian  peke r jaan

Po tongan  Jamsos tek  (po tongan  sesua i  ke ten tuan  yang  be r laku )

Khusus  un tu l<  pe l<e r jaan  konsu l tan  yang  pe rh i tungan  ha rganya

menggunakan  b iaya  pe rson i l ,  be r i t a  aca ra  p reS tas i  kema juan  peke r jaan

d i l a m p i r i  b u k t i  k e h a d i r a n  d a r i  t e n a g a  k o n s u l t a n  s e s u a i  p e n t a h a p a n  w a k t u

p e k e r j a a n  d a n  b u k t i  p e n y e w a a r r / p e m b e l i a n  a l a t  p e n u n j a n g  l a i n n y a

b e r d a s a r k a n  r i n c i a n  d a l a m  s u r a t  p e n a w a r a n .

t - t n o o : l
" ' b b ' '

N a m a

l'.1 | P

T a n d a  t a n g a n

'  
)  coret  yang t idak per lu

r  I  D i i s i  d e n g a n  c a r a  m e m b e r i t a n d a  c h e c k  l i s t  ( v  ) j i k a  d o k u m e n  a d a
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. i . I ' i  P  I  RAI ' ]  X I \  P  E RATU RAN GU BERNU R GORONTALO

Ncl. ,40R TAHUN 2014

2 A r 4- r . i  
\GGAL

; l l : f f t  :  PRosEDUR PIMBAYARAN 
"^-  

t t **"^-^-  ^-GG

RINGKASAN PERJANJ IAN KERJA/KONTRAK

1 ,  N o m o r  S P P

I  a n g g a l  ) r r

2 .  l ( e g i a t a n

3 .  N o m o r  N o t a  P e s a n a n / S P l (

T a  n g g a  I

4 .  N a m a  P e r u s a h a a n  /  R e k a n a n

5 .  N P W P

6 .  N a m a  P e n a n d a t a n g a n

1 .  A l a m a t  P e r u s a h a a n

B .  R e k e n i n g  B a n k

9 .  N i l a i  l ( o n t r a k  /  S P K

l - 0 .  U r a i a n  d a n  V o l u m e  P e l < e r j a a n

1 1 .  C a r a  P e m b a Y a r a n

1 2 .  J a n g k a  W a l < t u  P e m b a Y a r a n

1 " 3 .  T a n g g a l  S e l e s a i  P e k e r j a a n

1 4 .  J a n g k a  W a k t u  P e m e l i h a r a a n

1 5 ,  > a n l ( s l

Goron ta lo ,  .  " "  " " "  20

Men  ge tahu i /MenYe tu ju i

Pengguna  Anggaran /Kuasa  Pengguna  Anggaran

(

N  I P .
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L  1 l l i  P l  8AN  X l  i l  PE  RAT I I  RAN G \JBE  RN U  R  GORONTATO

r. I r,10 F.
T T T N G G A T

TE NTT\NG

TAHUN 2013
2013

DAE RAH
PROEDUR PTMBAYARAN DAN PEN4BEBANAN ANGGARAN PE

BERITA ACARA PEMBAYARAN
N o : . . . . . . / . . .

i ( a m i  y a n g  b e r t a n d a  t a n g a n  d i  b a w a h  i n i  :

P i h a k  P e r t a m a :

1 .  l ( uasa  Pengguna  Anggaran  l (eg ia tan

2 .  N a m a

P r h a k  l ( e d u a :
3 .  l ( u a s a  R e k a n a n
4 .  N a m a  P e r u s a h a a n
5 .  N P W P  P e r u s a h a a n

Berdasa rkan  Kon t rak  I  SP I< l  No ta  Pesanan

6 .  Nomor  l ( on t ra l<  I  SPKI  No ta  Pesanan

7 .  T a n g g a l
S e t e l a h  d i l a k u k a n  p e n g u j i a n  a t a s  t a g i h a n  p i h a k

k c d u a  b e r h a k  a t a s :
B .  N o m o r  d a n  T a n g g a l  5 P P  b e r k e n a n

9 .  N i l a r  K o n t r a k  /  S P I ( /  N o t a  P e s a n a n

1 0  A k u m u l a s i  p e m b a y a r a r n  s a m p a i  d e n g a n  l a l u

a .  U a n g  M u l < a

b .  T e r m Y n  I

c .  T e r m Y n  l l

d .  T e r m Y n  l l l

1 1 .  S i s a  T a g i h a n

D i t a g i h  S e k a r a n g

1 2 .  F i s i l <  P e l < e r j a a t r

1 ,3  Retens i

1 4 .  H a k  l ( e r r a n g a n

1 5 .  P e r h i t u n g a n  T a g i h a n  :

. lB^p  1 . . . . . 1  . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . 120

G  o  r o n t a l o ,

:

l < e d u a  o l e h  P e j a b a t  Y a n g

70..

be rwenang  maka  P ihak

:
.  R n.  , \ v .

R p .
R p .
R p .
R p R p

1,00 %
_ % _ - l - -

1_00 %
100  %

R p .

R n
1 ,00  % l<euangan  x  N i l a i  l ( on t ra l<

Po tongan  l (ewa j i ban  kepada  P iha l<  Pe r tama

1"6 .  Angsu ran  Uang  Muka
(  %  k e u .  S e k a r a n g  I  %  k e u '  Y a n g  l a l u )

X  R p . . . . . . . . . .  . . ' .  ( u a n g  m u k a )

1 7 ,  D i t e r i m a
P o t o n g a n  l ( e w a j i b a n  k e p a d a  P e m e r i n t a h  P u s a t / D a e r a h

18  Pa jak  Negara

a .  PPN 10 /110  x  angka  17

b  P P h  1 . 5  %
c .  J u m l a h  P a j a l <  N e g a r a

1"9 .  Jumlah  Po tongan
2 0 .  A l < a n  d i b a Y a r  o l e h  B U D

Mengeta hui /MenYetu ju i
P ihak  Per tama

PA/KUASA PENGGUNA ANGGARAN

L.nc.llef
N I P

R n

R p .

R n

R p .

R p .
R o .
R p .

Pihak  Kedua

(  N a m a  )
J d u o L o l l
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I A : . ' 9 ] R A N  X I V  P E R A T U R A N  G U B E R N U R  G O R O N T A L O

\ o " ' o R  T A H U N  2 0 1 4

T A f i : - f G A L  2 A 1 4

T [ ' \ T A i ' ] G  :  P R O S E D U R  P E M A A Y A R A N  D A N  P E M B E B A N A N  A N G G A R A N  P E N O A P A T A N  E E L A N J A  D A E R A H

: - a r - u n  A n Q q a r a n
<uGa sENDAHARA ul \ ,1uM DAERAH
PRCVINSl  /  KABUPATEN /  KOTA " )

S u oava menerbitkan SI?!-!9-P49

. S K T O

rBe rdaha ra  Pewnge lua ran /P ihak  Ke t i ga  . )  '

\ :  - r o r  R e k e n  n g  E a n k  .

,NF \ ' !P
l D a s a r  P e m b a y a r a n  / N o  d a n  T a n g g a l  S P D

L -  I r , e p e i ' I a - l

. '  6 e l a n t a  T r d a k  L a n g s u n g  )

2  3 e , a n l a  L a n g s u n g  )

lPembebanan pada Kode Reken ing
t _
l ' K - i e  H e k e n l n g )

r K o d e  R e k e n t n g ) .
r K i C e  R e k e n r n g ) .
i K . ) d e  R e k e n r n g )
r  K j d e  R e K e n r n g )

i K o d e  R e k e n i n g )

i K c d e  R e k e n L n g )

i K o d e  R e k e n l n g )

{ K c d e  R e k e n r n g )

i K r d e  R e k e n t n g )
'  i K l C e  R e k e n r n q )

i K o d e  R e k e n t n g )

PEMERI  NTAH PROVINSI  GORONTALO

SURAT PERINTAH MEMBAYAR (  SPM )
U P / T U P / G U P / L S / N I H I L

S P M  i n i  s a h  a p a b i l a  t e l a h  d i  t a n d a t a n g a n i  d a n  d i  s t e m p e l  o l e h  k e p a l a  S K P D

N o  S P M

R p
R p .
R p
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
R p
R p

Potongan -  Potongan

luran  Waj ib

Tabu ngan
Perumahan

Informasi (. t tdak mengurangi iunlah pembayaran SPM)

N o  I  U r a ' a n

J u m l a h  P o t c n g a n

J u m l a h

J u m l a h  S P M

U a n g  s e i u m l a h
.  tangga l

K e P a  a  S K P D

t a n d a  t a n g a n
( n a m a  l e n g k a p )
N l P  .BI
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i J P  O ! T ] ' ]  X V  P E R A T U R A N  G U B E R N U R  G O R C N T A L O

l . J ,  ! -

I . i  \ b t r \ .

I A H U N  2 0 1 4

201'4
r i I ] T A N G  :  P R O S E D U R  P E M B A Y A R A N  D A N  P E M B E B A N A N  A N G G A R A N  P E N D A P A T A N  D A N  B C ' L A N ] A  D A E R A H

PEMERINTAH PROPINSI  GORONTALO
TAHUN ANGGARAN

R I N C I A N  B I A Y A  P E R J A L A N A N  D I N A S

N o m o r  S P P D

N o m o r  S P T

Ta  ngga  I

N a m a

J a b a t a n

I  ns ta  ns i

1 .  U a n g  L u m s u m  S e l a m a . . . . . . . . . . . . h a r i  R p .

)  t t A n p  R p n r e s e n t a s i  s e l a m a  . . . . . . . . . . .  h a r i  R p .
" " " b '

3 .  U a n g  T r a n s p o r t a s i /  t u j u a n  P P  R p '

J U  M  L A H  R P .

T e r b i l a n g :  ( . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . )

T e l a h  D i b a y a r  S e m u l a
D i t e t a p k a n  S e m u a

S e  l i s  i h : R p

T e l a h  d i b a y a r  s e j u m l a h  G o r o n t a l o

R p . . . . . . . . . . . , . , .  T e l a h  m e n e r i m a  u a n g  s e j u m l a h
R p . . . . . . . , . . . . . . .

M e n g e t a  h u i
P A / K u a s a  P e n g g u n a  A n g g a r a n Y a n g  m e n e r i m a

:  R p .
:  R o .

( N a m a )

N I P .

. . { t t  ( r r J  n t a n

: r  L t ' n r b a r  1  k c  B c n d a h a r a  P e n g c l u a r a n

5  l e m b a r  2  k e  y a n g ,  b e r s a n g k u t a n

.  F o t o  C c p y  D a s a r  P e r j a l a n a n  D i n a s  { K a w . r t ,  U n d a n g a n ,  d 1 l )

i l .  F o l o  C c p y  S P T

f  F o t o  C o p y  S P P D

( l \ a m a )

N I P .
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- 1 ' , '  : : Q ' . \  X r , /  P E R A T U R A N  G U B E R N U R  G O R O N T A L O

1 O ' . . O t i  T A H U N  2 0 1 4

; ; " ; ; " .  
2 0 1 4  

^  ^  r !  ̂ - ^ ^ o t r q a N A N  A N G G A R A N  ' E N D A P A T A N  B E L A N J A  D A E R A H

T E I \ I A \ 3  P R O S E D U R  P E M B A Y A R A N  D A N  P E M B E B A N A N  A I

N n  S E f  , 4

SK t r  D

3 a - r  r ! 5

l f o ^ . 1 : r ' . l a h

NF!\ 'P
N c  i 1 e < e n r n g  B a n k

B a r k  P c s

l K e P e '  i r a n  U n t u K

r r n  l

P c t c I j a r r - p o i o n g a n

rnenca i rka ;  t  r0 " t 'nA 'nn 'kukan dar r  bakr  Rekenrng Nomot
l

D a r t
T a h u n  A n g g a r a n

Q n

Ro
R .

RP

U a n g  s e b e s a r  R P

K O D E  R E K E N I N G

r  ] l u r a n  W a l i b  P e g a w a t

z  jTaoungan  Pe rumahan  Pegawa t

l n f o r m a s i

P P N
P P h

S P 2 D  y a n g  d i b a Y a r k a n

J : ra - ] i a r  \  ang  d lm ln ta
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